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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

1. Implementasi Perda Nomor 11 Tahun 2013 tentang pertambangan 

rakyat belum terealisasikan sepenuhnya, karena pemerintah daerah 

dalam hal ini bertanggung jawab penuh memberikan izin serta 

mengawasi setiap kegiatan yang di lakukan oleh para penambang 

ilegal belum dapat menjalankan tugasnya sebagai mana mestinya, 

sehingga masih ada pertambangan khususnya galian batuan yang tidak 

memiliki izin. 

2.  Upaya pemerintah mengawasi serta menanggulangi dampak terhadap 

kegiatan pertambangan galian batuan di Kecamatan Botupingge, 

Kabupaten Bone Bolango, Desa Tanah Putih belum cukup efektif. Hal 

ini di karenakan dinas terkait dalam melakukan pengawasan tidak 

secara tegas menindaki para penambang ilegal sehingga akibat dari 

tidak efektifnya pengawasan dari dinas terkait masih ada dampak 

negatif terhadap lingkungan yang muncul akibat dari penambangan 

galian batuan seperti terjadinya tanah longsor dan rusaknya jalan di 

sekitaran pertambangan karena kurangnya pengawasan dari 

pemerintah yang terkait. 

5.2  Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka peneliti dapat memberikan 

saran sebagai berikut: 
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1. Dalam penerapan terkait perizinan itu sendiri pihak instansi terkait 

dalam hal ini Dinas Pertambangan, Badan Lingkungan Hidup (BLH) 

harus lebih memperhatikan pertambangan galian batuan yang tidak 

memiliki izin usaha pertambangan, dan lebih tegas memberikan sanksi 

terhadap para pelaku penambang batuan yang tidak memiliki izin. 

2. Dari Bidang Pengawasan oleh Instansi terkait itu sendiri harus lebih 

meningkatkan pengawasan secara efektif untuk menanggulangi 

dampak yang timbul akibat dari penggalian batuan tersebut, agar lebih 

terkontrol sehingga tidak menimbulkan dampak yang negatif dan 

masyarakat penambang pun dalam melakukan kegiatan penggalian 

bisa menjaga kelestarian lingkungan sekitar lokasi galian. 
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